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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1980
TENTANG

PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA USAHA

DAN HAK GUNA BANGUNAN
UNTUK USAHA PATUNGAN

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa guna lebih meningkatkan gairah dan iklim investas
diberbagai bidang usaha, dipandang perlu menetapkan
ketentuan mengenai pemanfaatan Tanah hak guna usaha dan hak
guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman
modal asing;

1.

2.

Pasa 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar
1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Moda Asing (Lembaran. Negara Tahun 1967 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo, Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modd Asing (Lembaran Negaa Tahun 1970
Nomor 46, Tambahan Lembaran NegaraNomor 2943)

. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tentang

Badan Koordinas Penanaman Moddl;

. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan

Pokok Tata Cara Penanaman Moda

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA USAHA
DAN HAK GUNA BANGUNAN UNTUK USAHA
PATUNGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
ASING.
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Pasal 1

(1) Daam usaha patungan dalam rangka penanaman moda asing, hak guna
usahadipegang oleh pesertalndonesia.

(2) Hak guna usaha atas tanah untuk usaha patungan dalam rangka
penanaman moda asing diberikan atas nama badan hukum Peserta
Indonesiadari usaha patungan yang bersangkutan.

(3) (3)Apabila ddam usaha patungan yang bersangkutan terdapat Iebih dari satu
peserta indonesia, maka hak guna usaha diberikan atas nama salah satu
Peserta Indonesia atau lebih sesuai. dengan persetujuan antara seluruh
pesertalndonesia dari usaha patungan tersebut.

(4) Peserta Indonesa sebagai pemegang hak guna usaha sebagaimana dimaksud
ddam ayat (2) dan ayat (3) harus berbentuk badan Hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesa dan sduruhnya
harus atas namadan sduruhnyadimiliki oleh.warganegaralndonesia

(5) Pemohonan untuk memperoleh hak guna usaha sebagaimana dimaksud
ddam aya (2) dan aya (3) digukan oleh pesarta Indonesa calon pemegang
hak guna usaha.

(6) Hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan untuk
jangka waktu 35 (tiga puluh lim@) tahun dengan kemungkinan diperpanjang
menjadi paling lama 60 (enam puluh) tahun, sesua dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Pemegang hak guna usaha sebagaiman dimaksud Pasal 1 dapat menyerahkan
tanah hak guna usshanya kepada usaha patungan yang bersangkutan dalam
bentuk serah pakal

(2) Serah pakal tanah bangunan tersebut dalam ayat (1) dilakukan dengan
syara-syara sebagai berikut:

a Serah paka tanah hak guna usaha berlaku untuk jangka waktu sdlama
berlangsungnya usaha patungan akan tetgpi tidak boleh melebihi jangka
waktu berlakunya hak guna usaha yang bersangkutan;

b. Untuk serah paka tanah hak guna usaha tersebut pemegang hak guna usaha
dapat memperoleh nilai pengganti sebesar nilai kumulatip pengganti
Pemanfaatan tanah hak guna usaha yang bersangkutan dan dapat
memasukan jumlah tersebut sekaligus atau secara bertahgp keddam usaha

patungan sebaga penyertaan modalnya;
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c. Usaha patungan berkewgiban mengusahakan dengan baik tanah hak guna
usahayang diserah-pakakan sesua dengan kel ayakan usaha;

d. Apabila tanah hak guna ussha yang diserah pakakan itu dinila tidak
diusahakan dangan balk berdasarkan ketentuan perundangundangan yang
berlaku, maka dengan izin Ketua Badan koordinas Penanaman modd,
peserta Indonesa pemegang hak guna usaha dapat membatakan serah
pakai tersebut

e. Serah paka tanah hak guna usaha tersebut tidak boleh dibatdkan secara
sepihak oleh pemegang hak guna usaha, sdlama usaha patungan yang
bersangkutan memenuhi kewgjibannya kepada pemerintah maupun kepada
pemegang hak guna usaha.

(3) Serah pakai dengan syarat-syarat tersebut. Dalam ayat (2)
dicantumkan dalam Perjanjian Dasar usaha patungan.

Pasal 3

(2) Ddam ha pemegang hak guna usaha menyerahkan tanah hak guna usahanya
kepada usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 2, makahak guna
usaha .tersebut tidak boleh dijadikan jaminan hutang dalam hentuk gpapun.

(2) Kecudi ddam ha sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) pemegang hak guna
usahadilarang untuk memindahtangankan baik 1angsung maupun tidak langsung
saluruh ataupun sebagian hak gunausahanya.

(3 Dadam larangan sebagamana dimaksud dadam aya (2) termasuk
pemindahtanganan ssham-saham pemegang hak guna usaha yang
bersangkutan.

(4) Pemindahtanganan hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan
aya (3) hanya diperbolehkan ddam rangka penggantian peserta atau peserta
pesaerta Indonesa ddam usaha patungan yang bersangkutan sepanjang
dimungkinkan dalam perjanjian dasarnya dan setelah mendapat izin Ketua
Badan Koordinas Penanaman Modal.

(5) Pdanggaran terhadap ketentuan ayat (1), (2) dan (3) dapat menjadi alasan bagi
Pemerintah meninjau kembali hak guna usaha yang bersangkutan.
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Pasal 4

(1) Daam ha usaha patungan memerlukan tanah untuk keperluan amplasemen
bangunan pabrik gudang, perumahan karyawan dan bangunan-bangunan
lannya maka kepada usaha patungan tersebut dgpat diberikan Hak guna
bangunan aas tanah yang bersangkutan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ddam hd tanah yang dikehendaki untuk diberikan dengan hak guna bangunan
atas nama usaha patungan tersebut termasuk dalam ared yang sudah ada hak
guna usshanya maka pemegang hak guna usaha dapat meepaskan sebagian
haknya kepada usaha patungan tersebut.

(3) Pelepasan hak guna usaha untuk kepentingan hak guna bangunan ddam usaha
patungan sebagamana dimaksud dalan ayat (2) tidek mengurangi ssham
peserta Indonesia daam usaha patungan tersebut.

(4) Hak guna bangunan sebagaimanadimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2) dapat
dijadikanjaminan hutang.

Pasal 5

(1) Pemerintah dapat menyatakan usashapatungan itu berakhir atau tidak dapat
diteruskan apabila:
a Usahapaungan tidak mengusahkan tanah hak gunausahadengan baik;
b. Usaha patungan tidak memenuhi kewajibanya dengan baik kepada
Pemerintah.

(2) Apabilausaha patungan itu dinyatakan oleh pemerintah berakhir atau tidak dapat
diteruskan karena sesuatu hal, maka:

a. Hak guna usahayang telah diberikan tetap berlaku gpabila pihak Indonesia:

1. secarabersama-sama dengan peserta asing lainnya.

2. secara sendiri berdasar ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku dapat mengusahakan tanah hak guna usaha tersebut dengan
baik sesual dengan tujuan pemberian hak guna usahanya;

b. Hak guna usaha yang telah diberikan kepada pihak Indonesia akan
dibatalkan apabila tanah hak guna usaha tersebut tidak diusahakan
secara baik sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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Pasal 6

(1) Permohonan hak guna usaha untuk keperluan suatu usaha patungan yang pada
sadt. ditetgpkannya keputusan Presiden ini sudah digukan atas nama usaha
patungan tersebut tetgpi bd um mendagpat keputusan, digukan kembali oleh peserta
Indonesia yang bersangkutan dengan persetujuan peserta asingnya dengan
ketentuan bahwa acara yang sudah dildui dan disdesakan ddam rangka
pengg uan permohonan terdahulu tidak perlu diulang.

(2) Permohonan hak guna usaha yang didasarkan atas persetujuan
pengembdian perusshaan perkebunan asng berdasarkan Instruks Presidium
Kabinet Ampera Nomor 28/U/IN/1966 diselesaikan menurut persetujuan

yang bersangkutan.
Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presden ini berlaku mutatismutandis
terhadap perusahaan nasiona yang sudah mempunya hak guna ussha dan
melakukan usaha patungan dalam rangka penanaman moda asing.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatanggd ditetapkan.

Ditetgpkan di jakarta

padatangga 20 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO
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